
Menimbang

Mengingat

SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PTRATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 3 TATIUN 20/25

TENTANG

RENCANA PEMBAITGUNAN JANGKA MEI{ENGAH DAERAH
I{ABUPATEIY KEDIRI TAHUIY 2A2S .2oi29

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26a ayat (ll
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana

PembangunEln Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri

Tahun 2425 - 2O29;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
273OJ;
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Keda menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Ta}:ur, 2022 tentang
Cipta Ke{a menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);
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8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 ter.tang Cipta Ke4'a

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (lrmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Provinsi Jawa Timur (tembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2025-2045 (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6987);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan l.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2Ol7 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 77, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6042);



4

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tat,un

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 187, Tambahan lembaran Negara Repubiik

Indonesia Nomor 64O2);

1 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (l.embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6O41);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2Ol7 tentang
ParLisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun2OlT Nomor 225, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 20 1g tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan t embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 617g);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambatran
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2A25 Gntang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O25 Nomor 19);
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2 I . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20 15

tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

80 Tahun 20 15 tentang Pedoman Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 157);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 20 17

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Keda Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7

Nomor 13 1 2) ;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018

tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9O Tahun 2019

tentang Klasi{ikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

1447\;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

1781);
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27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun
2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2023- 2043 (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D,

Tambahan l,embaran Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2023 Nomor 123);

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 - 2O4S

(kmbaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahwn 2024
Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah provinsi

Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 12Zl;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun

2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2O2S _ 2O2g
(Lembaran Daerah provinsi Jawa Timur Tahun 2025
Nomor 2 Seri D);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun
2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Kediri Tahun 2023-2043 (l,embaran Daerah Kabupaten
Kediri Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1g2);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun
2024 tentang Rencana pembangunan Jangka panjang
Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2O2S _ 2045 (kmbaran
Daerah Kabupaten Kediri Tahu n 2O2S Nomor 9,
Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor
1e0);

Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

dan

BUPATI KEDIRI

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2025 _ 2029.

RENCANA

DAERAH

Menetapkan
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.

3. Bupati adalah Bupati Kediri.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah DPRD KabuPaten Kediri.

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah.

7. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan

yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber

daya yang ada.

8. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan

sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan

pendapatan masyarakat, kesempatan ke{a, lapangan berusaha,

meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing

Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangannya.

9. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk
menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang

melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan

dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu

di Daerah.

10. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses

pema-ntauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kineq'a dan

keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien,

dan efektif.
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1 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5

(lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa

jabatan Kepala Daerah.

12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaall Perangkat

Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD

adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1

(satu) tahun.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada

akhir periode perencanaan pembangunan daerah.

15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

16. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu 5 (lima) Tahunan.

L7. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya

tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang

diperoleh dari pencapaian hasil {outcomel program Perangkat Daerah.

18. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas

pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.

19. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja

untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi

isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yar'g dilaksanakan secara

bertahap sebagai penjabaran strategi.

20. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk

upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber

daya yang disediakan untuk mencapai hasil yar'g terukur sesuai dengan

tugas dan fungsi.

Pasal 2

(1) RPJMD Kabupaten Kediri merupakan penjabara.n dari visi, misi, dan

program Bupati dan Wakil Bupati yarig mefnuat sasaran, strategi, arah

kebijakan, pembangunall daerah dan keuangan daerah, serta program

perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat

indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan

memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2A25 - 2A2g dan Rencana Pembarlgunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi Jawa Timur Tahun 2A25 - 2A29.
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(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat {1) menjadi pedoman dalam

penyusunan RKPD, Rencana Strategis dan Rencana Keq'a Perangkat

Daerah.

BAB II
TATA CARA PERENCANAAN

Pasal 3

Perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah berorientasi pada

proses, dengan menggunakan pendekatan:

a. teknokratik;

b. partisipatif;

c. politis; dan

d. atas bawah {top-dotttnl dan bawah atas {bottam-upl.
Pasal 4

Perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah berorientasi pada

substansi, dengan menggun akarr pendekatan:

a. holistik-tematik;

b. integratif; dan

c. spasial.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 5

Sistematika RPJMD, meliPuti :

a. BABI : Pendahuluan;

b. BAB II : Gambaran Umum Daerah;

c. BAB IlI : Visi, Misi, dan Frogram Prioritas Pembangunan Daerah;

d. BAB IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah;

e. BABV : Penutup.

BAB IV
PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 6

(1) RPJMD menjadi pedoman bagi :

a. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam

menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2O29;
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b. Pemerintah Kabupaten Kediri dalam menyusun RKPD Tahun 2025 -
2029.

(2) Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.
(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunalan sebagai

pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

RPJMD.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan

untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang

tertuang dalam rencana pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan

pemantauan dan pengawasan.

(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

diatur lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 8

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses

perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan

rencana pembangunan daerah yang diatur dalam perundang-

undangan yang berlaku;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang

dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku; dan

c. teq'adi perubahan yang mendasar.

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis
ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah,

atau perubahan kebijakan nasional.
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Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal B ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.

Pasal 1O

(1) Semua ketetapan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang

termuat/tercantum dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Kediri Tahun

2025 - 2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan dan kebijakan

pada tahun berkenaan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir

perubahan indikator kineq'a dan indikasi pendanaan, baik sebagian

maupun keseluruhan pada bagian tersebut.

Pasal 1 1

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan tidak mendasar yang

bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran tetapi tidak mengubah

target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJMD, maka perubahan

capaian sasaran RPJMD akan dimuat dan dicantumkan dalam dokumen

RKPD tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Dalam hal terdapat perubahan Nomenklatur dan /atau Struktur Organisasi

dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka perubahan tersebut dilaksanakan

sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak merubah RPJMD.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat {1) dapat diberlakukan

sebagai RPJMD transisi yang menjadi pedoman penyusunan RKPD Tahun

2030 sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2O3A-

2034 yang memuat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

11
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Kediri.
Ditetapkan di Kediri
padatanggal 20-8-2025

BUPATI KEDIRI,

ttd.

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri
padatanggal 22 - 8 -2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd.
MOHAMAD SOLIKIN

LEMBARAN DAERAH KAEIUPATEN KEDIRI TAHUN 2025 NOMOR 3
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 139-4/2025

dengan aslinya
KEDIRI
DAERAH,

SOLIKIN


